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Abstract 

 
The Indonesian economy continues to be considered “mostly unfree” due to the lack 

of progress in other critical areas of economic freedom. Indonesia has lagged in 

promoting the effective rule of law. The judicial system remains vulnerable to 

political interference, and property rights are not strongly protected. Despite some 

progress, lingering corruption continues to undermine enforcement of the rule of law 

and hampers the realization of Indonesia’s full growth potential. Over the 20-year 

history of the Index, Indonesia has advanced its economic freedom score by modest 

overall score. This modest overall score increase has been relatively broad-based, 

facilitated by improvements in six of the 10 economic freedoms including trade 

freedom, freedom from corruption, and fiscal freedom, each of which gained 10 

points or more. 
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Pendahuluan 

Pernyataan paling terkenal 

tentang kebebasan ekonomi 

dinyatakan sekitar 250 tahun yang 

lalu di buku The Wealth of Nations. 

Ketika Adam Smith menulis  ”It is 

not from the benevolence of the 

butcher, the brewer or the baker that 

we expect our dinner, but from their 

regard to their own interest”, saat itu 

dia sedang membicarakan kebebasan 

ekonomi. Tetapi sampai 25 tahun 

yang lalu kebebasan ekonomi 

hanyalah konsep intuitif, tidak bisa 

diukur dan tidak memiliki definisi 

yang jelas.  

Michael Walker, direktur 

eksekutif dari Fraser Institute 

memahami adanya gap dalam ilmu 

pengetahuan pada tahun 1984. Sejak 

itu dimulailah proyek penelitian 

untuk mendefinisikan dan mengukur 

kebebasan ekonomi. Melalui diskusi- 

 

diskusi, munculah definisi kebebasan 

ekonomi.  

Kebebasan ekonomi adalah 

kemampuan individu, keluarga dan 

bisnis untuk membuat keputusan 

ekonomi mereka sendiri, bebas dari 

tekanan. Membuat pengukuran yang 

obyektif dari kebebasan ekonomi 

bukan hal yang mudah. Akhirnya 

model komprehensif pertama dibuat 

oleh James Gwartney, Robert A. 

Lawson dan Walter E. Block dari 

Heritage Foundation dan Wall Street 

Journal pada 1995.  

Pendekatan yang digunakan 

pada indeks ini mirip dengan tulisan 

Adam Smith, The Wealth of Nations 

yang menyatakan bahwa “institusi 

dasar yang melindungi kebebasan 

individu untuk mengejar tujuan 

ekonomisnya akan menghasilkan 

kesejahteraan yang lebih besar bagi 

masyarakat yang lebih luas”.  
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Mereka mengukur tingkat 

kebebasan ekonomi dari 189 negara. 

Indeks ini meliputi sepuluh 

komponen yaitu kebebasan berbisnis, 

kebebasan perdagangan,kebebasan 

fiskal, ukuran pemerintah, kebebasan 

moneter, kebebasan investasi, 

kebebasan finansial, hak milik 

(property rights), kebebasan dari 

korupsi, dan kebebasan tenaga kerja. 

Kesepuluh faktor ini dirata-rata 

menjadi skor total. Setiap unsur 

kebebasan dinilai dengan skala 0-100 

dimana 100 menunjukkan kebebasan 

maksimal. Sejak indeks ini 

diperkenalkan, Hongkong telah 

menjadi nomor satu dalam 

kebebasan ekonomi. Definisi indeks 

kebebasan ekonomi adalah bentuk 

tertinggi dari kebebasan ekonomi, 

menghasilkan hak absolut 

kepemilikan, kebebasan pergerakan 

tenaga kerja, modal, barang dan tidak 

adanya batasan kebebasan ekonomi 

diluar yang dibutuhkan untuk 

melindungi warga negara dan 

menjamin kebebasan itu sendiri. 

Indeks ini sangat erat kaitannya 

dengan aspek institusional di suatu 

negara.  

 

Kajian Teori   

Indeks kebebasan ekonomi 

adalah ukuran rata-rata sederhana 

dari sepuluh kebebasan individu dan 

setiap ukuran bersifat vital terhadap 

pengembangan pribadi dan 

kesejahteraan nasional. Selama 

berabad-abad filsuf besar seperti 

Locke dan Montesquieu telah 

mengerti hak kepemilikan dasar 

sebagai benteng bagi orang yang 

merdeka.  

Dari waktu ke waktu, ahli 

dan praktisi juga mengenali pilar 

kemerdekaan ekonomi yang lain 

termasuk juga perdagangan bebas, 

hak investasi dan kebebasan tenaga 

kerja. Sebagai penelitian pertama 

tentang kebebasan ekonomi yang 

pernah dipublikasikan, indeks 

kebebasan ekonomi 1995 

mendefinisikan metode untuk 

mengukur dan meranking tempat-

tempat yang sangat berbeda misalnya 

Hongkong dan Korea Utara. 

Beberapa bagian dari sepuluh 

kebebasan mempunyai hakikat 

eksternal untuk mengukur sejauh 

mana keterbukaan ekonomi terhadap 

investasi dan perdagangan. Sebagian 

besar bersifat internal untuk 

mengukur kebebasan individu untuk 

menggunakan tenaganya atau 

uangnya tanpa hambatan. Sejak 

tahun 1995, indeks ini telah 

berkembang dan disempurnakan 

sejalan dengan penelitian-penelitian 

yang dilakukan. Tiap penelitian di 

negara-negara yang berbeda 

menawarkan kontribusi unik yang 

membantu pengukuran. 

Kebebasan ekonomi adalah 

bagian dari kebebasan yang mem-

perhatikan masalah otonomi material 

dari individu dalam hubungannya 

dengan negara dan grup terorganisir 

lainnya. Individu yang bebas secara 

ekonomi adalah individu yang 

memiliki kontrol penuh terhadap   

tenaga kerja dan propertinya. 

Komponen ekonomi dari 

kemerdekaan manusia akan 
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berhubungan dan mungkin adalah 

kondisi yang diperlukan untuk 

kebebasan politik dan juga 

merupakan tujuan yang berharga.  

Penulis indeks melihat 

kebebasan sebagai konsep yang 

positif, memahami definisi 

tradisionalnya sebagai tidak adanya 

campur tangan atau hambatan dari 

pemerintah tetapi juga harus 

memasukkan kebebasan yang 

berbeda dari anarki. Pemerintah 

adalah institusi dasar untuk 

menciptakan perlindungan dasar 

sehingga hak ekonomi positif seperti 

kepemilikan dan kontrak diberikan 

secara sosial sama juga dengan 

pembelaan individu melawan          

kecenderungan destruktif lainnya.  

Definisi kebebasan ekonomi 

memasukkan semua kemerdekaan 

dan hak produksi, konsumsi dan 

distribusi barang dan jasa. Bentuk 

tertinggi dari kebebasan ekonomi 

menyediakan hak absolut kepemilik-

an, kebebasan pergerakan tenaga 

kerja, modal dan barang dan tidak 

adanya tekanan atau hambatan 

terhadap kemerdekaan ekonomi 

diluar dari hal-hal yang diperlukan 

bagi warga negara untuk melindungi 

dan menjaga kemerdekaan itu 

sendiri. 

 Dengan kata lain, individu 

bebas bekerja, memproduksi, ber-

konsumsi dan berinvestasi dengan 

cara yang mereka inginkan dan 

kebebasan ini dilindungi dan tidak 

dihambat oleh negara. Semua 

tindakan pemerintah dianggap 

sebagai paksaan. Paksaan minimal 

penting bagi masyarakat untuk 

membela diri mereka mendukung 

evolusi dari masyarakat dan 

menikmati hasil kerja mereka. 

Contohnya warga membayar pajak 

untuk menghasilkan perlindungan 

bagi warga dan hak kepemilikan. 

Selain itu barang publik dapat 

disediakan dengan lebih baik oleh 

pemerintah daripada swasta. Selain 

itu ada kepolisian untuk menjaga hak 

kepemilikan, otoritas moneter untuk 

mengatur peredaran uang dan hukum 

untuk mengatur kontrak pihak-pihak 

yang berkepentingan. Ketika campur 

tangan pemerintah naik diatas tingkat 

minimal,akan mengurangi kebebasan 

dan yang pertama kali terpengaruh 

adalah kebebasan ekonomi. Secara 

logis, meningkatnya kekuasaan 

negara akan membutuhkan dana 

yang akan diambil dari rakyat. 

Dalam sejarah, pemerintah telah 

menetapkan batasan dalam aktivitas 

ekonomi. Membatasi pilihan 

ekonomi akan mengganggu 

produksi, distribusi, dan konsumsi 

barang dan jasa. Adanya kontrol 

harga adalah contoh dan dampak dari 

campur tangan pemerintah karena 

gangguan ini adalah gangguan pada 

permintaan dan penawaran 

Beberapa penelitian terdahulu 

misalnya oleh Li (2002) menemukan 

bahwa negara-negara berkembang 

yang memiliki kebebasan ekonomi 

lebih tinggi dan perlindungan yang 

lebih kuat terhadap pemegang 

saham, memiliki kapitalisasi pasar 

saham yang lebih tinggi. 

Keterbukaan terhadap perdagangan 

juga berpengaruh kondusif terhadap 

pertumbuhan pasar saham. La Porta 
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(1997) menemukan bahwa negara 

yang memiliki perlindungan hukum 

yang kuat terhadap investor (salah 

satu komponen dalam indeks 

kebebasan ekonomi), memiliki pasar 

saham yang lebih besar dan kuat. 

Levine dan Zervos (1998), 

menyimpukan bahwa kapitalisasi 

pasar modal menjadi semakin besar 

seiring dengan liberalisasi pasar 

modal di suatu negara. Perotti dan 

Van Oijen (2001) menemukan 

bahwa privatisasi di Negara 

berkembang mengurangi resiko 

politis dan meningkatkan return 

saham. Sedangkan Stocker (2005) 

menemukan bahwa semakin tinggi 

tingkat kebebasan ekonomi di suatu 

negara, akan semakin tinggi pula 

return saham di negara tersebut. 

 Begitu juga kebebasan 

finansial yang melihat regulasi 

pemerintah dalam jasa-jasa keuangan 

di suatu negara akan sangat 

berpengaruh pada variabel-variabel 

moneter di negara tersebut. Banalan 

(2001) menemukan bahwa negara 

dengan kebebasan ekonomi tinggi 

mengadopsi struktur yang memicu 

inflasi yang lebih rendah. 

 

Metode Penelitian 

Metodologi yang digunakan 

dalam pengukuran indeks kebebasan 

ekonomi adalah sebagai berikut. 

1. Kebebasan bisnis merupakan 

ukuran kuantitatif terhadap 

kemampuan untuk memulai, 

mengoperasikan dan menutup 

bisnis/usaha yang menunjukkan 

aturan dan efisiensi pemerintah 

dalam proses regulasinya. Hal ini 

terutama berkaitan dengan pem-

bukaan bisnis baru. Di Amerika 

Serikat prosedur untuk membuka 

bisnis baru adalah semudah 

mengeposkan formulir pendaftar-

an dengan biaya minimal. Di 

Hongkong, mendirikan bisnis 

hanya dengan mengisi form 

tunggal dan prosesnya bisa 

diselesaikan dalam hitungan jam. 

Di India atau negara-negara 

Amerika Selatan, proses men-

dapatkan lisensi bisnis mem-

butuhkan perjalanan ke kantor 

pemerintah berkali-kali dan 

mem-butuhkan waktu satu tahun 

atau lebih. Data diambil dari 

World Bank’s Doing Business 

meliputi memulai bisnis (jumlah 

prosedur), memulai bisnis 

(waktu/hari), memulai bisnis 

(biaya(sebagai prosentase dari 

pendapatan perkapita)), modal 

minimum untuk memulai bisnis 

(sebagai prosentase dari 

pendapatan perkapita), men-

dapatkan ijin (jumlah prosedur), 

mendapatkan ijin (waktu/hari), 

biaya untuk mendapatkan ijin 

(sebagai prosentase dari 

pendapatan perkapita), waktu 

untuk menutup bisnis/usaha, 

biaya untuk menutup bisnis (% 

dari estate), recovery rate (cents 

on the dollar) merupakan fungsi 

dari waktu dan biaya. 

Penghitungannya adalah ber-

dasarkan rasio data negara-

negara untuk tiap komponen 

relatif terhadap rata-rata dunia 

dikalikan 50. Misalnya secara 

rata-rata dunia ada 18,89 
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prosedur untuk menutup bisnis. 

Prosedur yang ada di Norwegia 

berjumlah 14 maka rasionya 

adalah 1,349 lalu dikalikan 50, 

hasilnya adalah 67,4%. 

2. Kebebasan perdagangan adalah 

ukuran dari tidak adanya 

hambatan tarif dan non tarif  

(NTB) yang mempengaruhi 

impor dan ekspor barang dan jasa 

yang dihitung dari tingkat tarif 

rata-rata tertimbang dan 

hambatan non tarif. Data 

diperoleh dari World Bank. 

Hambatan perdagangan dapat 

berbentuk pajak impor dan 

ekspor (yang dikenal dengan 

tarif), kuota dan hambatan 

regulasi. Seberapa besar 

pemerintah membatasi akses dan 

aliran foreign commerce yang 

dapat memiliki dampak langsung 

terhadap kemampuan individu 

untuk mencapai tujuan ekonomi 

mereka. Tarif akan meningkatkan 

harga yang dibayar oleh 

konsumen lokal terhadap barang 

impor dan distorsi harga ini akan 

merubah insentif, sering menarik 

produsen untuk tidak ber-

spesialisasi pada beberapa barang 

dan pada barang-barang yang 

diblokir. Dengan mempengaruhi 

keunggulan komparatif, pem-

batasan perdagangan akan 

menghambat pertumbuhan 

ekonomi. Tarif juga akan 

menaikkan harga dan akan 

membuat masyarakat lokal lebih 

miskin. Dalam banyak kasus, 

pembatasan perdagangan mem-

buat produk dan jasa 

berteknologi tinggi tidak dapat 

terjangkau oleh masyarakat lokal 

dan akan membatasi 

pengembangan produktif mereka 

sendiri. Skor kebebasan 

perdagangan adalah berdasarkan 

dua input yaitu tarif perdagangan 

(rata-rata tertimbang) dan 

hambatan non tarif. Impor 

berbeda yang memasuki suatu 

negara seringkali menghadapi 

tarif yang berbeda. Tarif rata-rata 

tertimbang menggunakan timba-

ngan untuk tiap tarif berdasar 

dari bagian impor untuk tiap 

barang. Ini dihitung dengan 

membagi pendapatan tarif total 

suatu negara dengan nilai impor 

total. Tarif minimum adalah 0, 

sedangkan tarif maksimum 

adalah 50%. Penalti NTB 

kemudian dikurang-kan dari skor 

dasar. Penalti 5, 10, 15, 20% 

mengikuti skala dibawah ini: 

 Dua puluh persen: NTB ada 

secara ekstensif pada banyak 

barang dan jasa dan 

menghambat secara 

signifikan perdagangan 

internasional. 

 Lima belas persen: NTB 

tersebar pada banyak barang 

dan jasa dan menghambat 

sebagian besar perdagangan 

internasional potensial 

 Sepuluh persen: NTB 

digunakan untuk melindungi 

barang dan jasa tertentu dan 

menghambat beberapa 

perdagangan internasional 

 Lima persen: NTB tidak 

banyak, melindungi beberapa 
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barang dan jasa dan memiliki 

dampak yang sangat terbatas 

pada perdagangan 

internasional 

 Nol persen: NTB tidak 

digunakan sebagai alat untuk 

membatasi perdagangan 

internasional 

Seberapa jauh penggunakan 

NTB pada rezim kebijakan 

perdagangan suatu negara ditentukan 

dengan menggunakan informasi 

kualitatif maupun kuantitatif. Aturan 

pembatasan yang menghambat 

perdagangan bervariasi luas dan 

kadang overlapping dan bergeser, 

membuat sulit menilai komplek-

sitasnya. Kategori NTB yang masuk 

pada penalti: 

a. Pembatasan kuantitas: kuota 

impor, pembatasan ekspor, 

Voluntary Export Restraints, 

embargo dan pembatasan ekspor 

impor, countertrade 

b. Pembatasan harga: pajak anti 

dumping, countervailling duties, 

pajak pabean, kuota bertarif 

c. Pembatasan peraturan: lisensi, 

konten domestik, persyaratan 

campuran, aturan keselamatan 

dan standar industri, packaging, 

labelling, regulasi trademark, 

aturan iklan dan media 

d. Pembatasan investasi: per-

tukaran dan kontrol keuangan 

lain 

e. Pembatasan pabean: peraturan 

deposit di depan, prosedur 

penilaian pabean, prosedur 

klasifikasi pabean, prosedur ijin 

pabean 

f. Intervensi langsung pemerintah: 

subsidi dan bantuan-bantuan lain, 

kebijakan industrial pemerintah, 

pengukuran pengembangan 

regional, penelitian yang didanai 

pemerintah, kebijakan tehnologi 

lain, pajak nasional, jaminan 

asuransi, kebijakan persaingan, 

kebi-jakan imigrasi, government 

procurement policies, perda-

gangan negara bagian, monopoli 

pemerintah, franchise eksklusif 

3. Kebebasan fiskal adalah ukuran 

dari beban pemerintah dari sisi 

penerimaan. Diukur berdasar tiga 

faktor yaitu tarif pajak tertinggi 

pada pendapatan individu, tarif 

pajak tertinggi pada pendapatan 

perusahaan dan pendapatan pajak 

total sebagai prosentase dari 

GDP. Pemerintah dapat 

menerapkan beban fiskal 

terhadap aktivitas ekonomi 

dengan menciptakan pendapatan 

untuk pemerintah sendiri, 

terutama melalui perpajakan dan 

juga melalui hutang yang harus 

dibayar melalui pajak. 

Kebebasan fiskal adalah ukuran 

kuantitatif dari beban-beban ini 

dan pajak yang lebih rendah 

membuat tingkat kebebasan 

fiskal lebih tinggi. Metodologi 

indeks ini meliputi tingkat pajak 

pada pendapatan individu dan 

perusahaan dan total pendapatan 

pajak sebagi prosentase dari 

GDP. Tingkat pajak marginal 

yang diterapkan pada individu 

akan berdampak pada harga yang 

dibayar untuk menyediakan 

entrepreneurial venture. Yang 
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tersisa setelah dikurangi pajak 

adalah reward  terhadap usaha 

itu. Semakin tinggi harga atau 

usaha entrepreneurship, maka 

semakin rendah reward nya dan 

semakin sedikit usaha-usaha ini 

dilakukan. Tingkat pajak yang 

semakin tinggi akan 

mempengaruhi kemampuan 

individu untuk mengejar tujuan 

mereka di pasar. Meskipun 

tingkat pajak individu dan 

perusahaan penting untuk 

kebebasan ekonomi, mereka 

bukan ukuran komprehensif dari 

beban pajak. Pertama karena 

tidak memasukkan pajak 

penjualan, tarif, value added tax. 

Salah satu cara memahami pajak 

adalah menghitung pendapatan 

pemerintah total dari semua 

pajak sebagai prosentase dari 

GDP total. Kebebasan fiskal 

dihitung dari tiga komponen 

kuantitatif dengan ukuran yang 

setara yaitu tingkat pajak 

tertinggi pada pendapatan 

individu, tingkat pajak tertinggi 

pada pendapatan perusahaan, 

total pendapatan pajak sebagai 

prosentase dari GDP. Dalam 

mem-berikan skor, tiap variabel 

ditimbang dengan nilai yang 

sama (masing-masing 1/3). 

Timbangan yang setara 

memungkinkan suatu negara 

untuk mendapat skor 67% 

berdasar dua komponen 

meskipun satu komponen bernilai 

nol. Ekonomi keuangan publik 

tidak ambigu pada efek pajak dan 

dapat menjelaskannya dengan 

menggunakan penawaran dan 

permintaan sederhana. Pening-

katan pajak dua kali lipat akan 

meningkatkan biaya ekonomi 

sebesar empat kali lipat terhadap 

masyarakat karena hilangnya 

aktivitas pasar. Ini disebut 

deadweight loss karena bukan 

nilai yang didapat oleh 

pemerintah tetapi hancurnya 

kesejahteraan. Ini terjadi karena 

desakan harga yang disebabkan 

oleh pajak, memisahkan 

penawaran dan permintaan 

optimal dan mengurangi 

kuantitas barang yang 

diperdagangkan. Dalam kondisi 

ekstrim, meningkatnya pajak 

akan menurunkan pendapatan 

pajak itu sendiri seperti 

ditunjukkan oleh kurva Laffer. 

Maka dari itu skor untuk 

kebebasan fiskal dikalkulasi 

dengan fungsi kuadrat.  

4. Ukuran pemerintah. Komponen 

ini mempertimbangkan peng-

eluaran pemerintah sebagai 

prosentase dari GDP. Data 

diambil dari publikasi resmi 

pemerintah di suatu negara. 

Beban dari pemerintah yang 

berlebihan adalah isu pokok 

dalam kebebasan ekonomi baik 

dari segi menghasilkan 

pendapatan (lihat kebebasan 

fiskal) dan pengeluaran. Faktor 

ini meng-hitung tingkat 

pengeluaran pemerintah sebagai 

prosentase dari GDP. 

Pengeluaran pemerintah 

termasuk konsumsi dan transfer 

adalah komponen skor ini karena 
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kualitas dan ketersediaan data 

yang tidak konsisten (data 

tentang pendapatan yang 

dihasilkan oleh perusahaan yang 

dimiliki oleh negara), maka 

variabel ini tidak dipakai lagi dan 

skor tahun-tahun lalu disesuaikan 

untuk merefleksi-kan perbaikan 

metodologi ini. Pengeluaran 

pemerintah sering dijustifikasi 

sebagai barang publik yang lebih 

efisien apabila disediakan oleh 

negara daripada oleh pasar. Ada 

juga justifikasi untuk 

memperbaiki kegagalan pasar 

melalui tindakan pemerintah. 

Ekonom juga mengenali 

kegagalan sistemik yang lain 

dimana negara menjadi tidak 

efisien, birokratis dan merusak 

produktivitas. Pengeluaran 

pemerintah bersaing dengan 

swasta dan mengganggu harga 

pasar dengan menstimulasi 

permintaan dan secara potensial 

mengalihkan sumber daya 

melalui efek crowding out. 

Dalam kasus yang ekstrim 

pemerintah dapat memaksa 

meminta barang dan modal di 

pasar, meningkatkan suku bunga 

dan inflasi. Distorsi di pasar 

muncul ketika tujuan 

pengeluaran pemerintah adalah 

untuk mendapatkan sumber daya 

untuk tujuan pemerintah sendiri 

(konsumsi pemerintah) atau 

pembayaran transfer. Dipahami 

bahwa beberapa pengeluaran 

pemerintah memang mewakili 

barang publik dan sesungguhnya 

mengimplikasikan tingkat ideal 

diatas 0. Bagaimanapun juga 

mengidentifikasi tingkat ideal 

tersebut tampak terlalu 

sewenang-wenang, statis dan 

sulit diterapkan secara umum. 

Karena alasan inilah, metodologi 

memberlakukan pengeluaran 

pemerintah sama dengan 0 

sebagai benchmark.  Pemerintah 

yang tidak memiliki barang 

publik akan dipenalti  oleh nilai 

yang lebih rendah  pada faktor 

lain (hak kepemilikan dan 

kebebasan finansial). Skala untuk 

memberikan skor terhadap 

ukuran pemerintah bersifat non 

linier yang artinya bahwa 

pengeluaran pemerintah yang 

mendekati 0 dipenalti, sedangkan 

pengeluaran pemerintah yang 

melebihi 30% dari GDP 

menerima skor yang lebih buruk 

dengan rumus kuadrat (dua kali 

lipat pengeluaran akan 

mengurangi kebebasan empat 

kali lipat), jadi hanya pemerintah 

yang besar yang akan menerima 

skor yang sangat rendah. 

Ketertarikan pemerintah terhadap 

sumber daya swasta 

mempengaruhi kebebasan dan 

pertumbuhan ekonomi. Bahkan 

bila perekonomian yang diatur 

oleh negara memperoleh 

pertumbuhan tinggi melalui 

pengeluaran yang besar, hal 

tersebut akan mengurangi 

kebebasan dalam prosesnya  dan 

dapat merusak potensi pertum-

buhan jangka panjang suatu 

negara. 
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5. Kebebasan Moneter mengkom-

binasikan ukuran stabilitas harga 

dengan pengukuran kontrol 

harga. Baik inflasi maupun 

kontrol harga akan mendistorsi 

aktivitas pasar. Penilaiannya 

berdasar pada dua faktor yaitu 

tingkat inflasi rata-rata 

tertimbang dan kontrol harga. 

Data diambil dari International 

Monetary Fund. Kebebasan 

moneter bagi ekonomi pasar, 

sama dengan kebebasan 

berbicara dalam demokrasi. 

Orang-orang bebas membutuh-

kan mata uang yang stabil 

sebagai alat tukar dan penyimpan 

nilai  dan tanpa kebebasan 

moneter, hal ini sulit dalam 

jangka panjang. Mata uang suatu 

negara dikontrol oleh kebijakan 

moneter pemerintah. Dengan 

kebijakan moneter untuk 

menjaga stabilitas, orang dapat 

bergantung pada harga pasar 

untuk masa depan. Investasi, 

tabungan dan rencana-rencana 

jangka panjang lebih mudah 

untuk dibuat dan individu 

menikmati kebebasan ekonomi 

yang lebih tinggi. Inflasi tidak 

hanya mengganggu kemakmuran 

seperti pajak yang tidak nampak 

tapi juga mendistorsi biaya, 

meningkatkan biaya bisnis. Tidak 

ada satu teori khusus yang 

diterima untuk institusi moneter 

yang tepat untuk masyarakat 

yang bebas. Pada suatu waktu, 

standar emas menikmati 

dukungan yang luas tapi 

sekarang tidak lagi. Karakter dari 

teori moneter saat ini adalah 

inflasi yang rendah dan bank 

sentral yang independen. Ada 

konsensus kuat antar ekonom 

bahwa kontrol harga 

mengganggu efisiensi pasar dan 

menghitung inflasi ditengah 

kontrol harga ini adalah tidak 

mungkin karena sinyal harga 

tidak lagi sesuai dengan 

permintaan dan penawaran.  

6. Kebebasan Investasi melihat 

kebijakan suatu negara terhadap 

aliran investasi modal (dalam dan 

luar negeri) dengan tujuan untuk 

menentukan iklim investasi 

keseluruhan. Pertanyaan meliputi 

bagaimanakah hukum dan 

prosedur investasi asing, apakah 

pemerintah memacu investasi 

asing melalui perlakuan yang adil 

dan setara bagi investor, apakah 

ada pembatasan akses valuta 

asing, apakah perusahaan asing 

diperlakukan sama dengan 

perusahaan domestik di mata 

hukum, apakah pemerintah 

menetapkan batasan pembayaran, 

transfer dan transaksi modal dan 

apakah industri tertentu tertutup 

bagi investasi asing. Pembatasan 

terhadap modal asing membatasi 

aliran modal dalu membatasi 

kebebasan ekonomi. Sebaiknya 

pembatasan yang sedikit atau 

tidak ada pada investasi asing 

meningkatkan kebebasan 

ekonomi karena investasi asing 

menyediakan dana untuk 

ekspansi ekonomi. Secara alami 

modal akan mengalir untuk 

penggunaan terbaiknya ketika 
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paling diperlukan dan returnnya 

terbaik. Tindakan pemerintah 

untuk mengatur aliran modal 

adalah gangguan untuk 

kebebasan bagi investor dan 

orang yang mencari modal. Maka 

semakin banyak batasan yang 

diterapkan suatu negara terhadap 

investor asing dan domestik, 

semakin rendah tingkat 

kebebasan ekonominya. 

Metodologi: faktor ini melihat 

kebijakan tiap negara terhadap 

investasi asing dan juga 

kebijakannya terhadap aliran 

modal secara internal untuk 

nenentukan iklim investasi 

keseluruhan, penulis menilai 

semua negara dengan rubrik yang 

sama. Pertanyaan meliputi kode 

investasi asing yang 

menunjukkan hukum dan 

prosedur suatu negara, apakah 

pemerintah mendukung investasi 

asing melalui perlakuan investor 

yang adil dan sama, apakah 

perusahaan asing diperlakukan 

sama dengan perusahaan 

domestik di mata hukum. Apakah 

ada batasan akses terhadap mata 

uang asing, apakah pemerintah 

memberlakukan batasan 

pembayaran transfer dan 

transaksi modal dan apakah 

industri tertentu tertutup bagi 

investasi asing. Kriteria yang 

digunakan sebagai berikut: 

 Seratus persen: investasi asing 

didukung dan diperlakukan 

sama seperti investasi 

domestik dengan kode 

investasi asing yang sederhana 

dan transparan dan birokrasi 

yang profesional dan efisien. 

Tidak ada batasan pada sektor 

yang terkait dengan keamanan 

nasional atau real estate. 

Tidak ada pengambil alihan 

yang diijinkan. Baik penduduk 

maupun bukan penduduk 

memiliki akses terhadap mata 

uang asing dan bisa 

melakukan pembayaran 

internasional. Transfer atau 

transaksi modal tidak 

menghadapi pembatasan. 

 Sembilan puluh persen:  sama 

dengan diatas dengan 

perkecualian, ada batasan 

sangat sedikit dalam investasi 

asing pada sektor yang terkait 

dengan keamanan nasional. 

Ada garansi legal melawan 

pengambil alihan kepemilikan. 

Transfer atau transaksi modal 

hampir tanpa batasan. 

 Delapan puluh persen: sama 

dengan diatas dengan 

pengecualian kode investasi 

asing yang transparan ada 

birokrasi yang minimal atau 

halangan informal yang lain. 

Ada sedikit batasan pada mata 

uang asing, ada sedikit 

pembatasan pada transfer atau 

transaksi modal  

 Tujuh puluh persen: sama 

dengan diatas dengan 

pengecualian ada batasan 

investasi asing melalui 

peraturan umum dalam 

beberapa sektor misalnya 

peralatan, sumberdaya alam 

atau keamanan nasional. Ada 
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sedikit batasan dalam akses 

mata uang asing atau 

kemampuan untuk melakukan 

pembayaran internasional. 

 Enam puluh persen:  sama 

seperti diatas dengan 

pengecualian investasi secara 

umum didukung tetapi mung-

kin tidak mendapat perlakuan 

yang sama dibeberapa sektor. 

Kode investasi asing tidak 

transparan dan menghadapi 

hambatan birokratis. 

Pengambil alihan properti 

sangat tidak disukai dan 

pemerintah menjamin 

kompensasi transfer atau 

transaksi modal dibatasi 

beberapa aturan. 

 Lima puluh persen:  sama 

dengan diatas dengan 

pengecualian investor asing 

menghadapi pembatasan 

dalam kemampuan untuk 

membeli real estate. Semua 

investor menghadapi halangan 

birokrasi dan korupsi. 

Penduduk dan bukan 

penduduk menghadapi 

beberapa batasan terhadap 

akses mata uang asing atau 

kemampuan mereka untuk 

melakukan pembayaran inter-

nasional. Transfer atau 

transaksi modal adalah subyek 

dari batasan yang nampak atau 

jelas. 

 Empat puluh persen: sama 

seperti diatas dengan beberapa 

pengecualian yaitu investasi 

asing dibatasi, kode investasi 

asing bersifat diskriminatif 

dan investasi asing dibatasi 

pada beberapa sektor, 

pengambil-alihan properti 

jarang terjadi. Transfer dan 

transaksi modal dibatasi oleh 

batasan yang signifikan. 

 Tiga puluh persen: sama 

seperti diatas dengan 

pengecualian investasi asing 

dibatasi secara signifikan, 

kode investasi asing bersifat 

diskriminatif dan investasi 

asing hanya boleh membeli 

real estate hanya dalam 

kondisi terbatas. Semua 

investor menghadapi 

hambatan birokrasi dan 

korupsi. Penduduk dan bukan 

penduduk menghadapi pem-

batasan ketat terhadap akses 

valuta asing, dan pemerintah 

menetapkan banyak kontrol 

pada pembayaran 

internasional 

 Dua puluh persen: sama 

seperti diatas dengan 

pengecualian investasi asing 

tidak didukung dan dilarang di 

banyak sektor, kode investasi 

asing bersifat diskriminatif 

dan proses persetujuan bersifat 

buram dan banyak korupsi. 

Bebarapa sektor terbuka 

terhadap investasi asing. 

Pengambil alihan properti 

adalah hal yang biasa. 

Pemerintah menetapkan 

kontrol ekstensif terhadap 

pembayaran internasional, 

transfer dan transaksi modal. 

 Sepuluh persen:  sama seperti 

diatas dengan pengecualian 
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sebagai investor asing tidak 

boleh membeli real estate, 

pemerintah mengontrol atau 

melarang sebagian besar 

pembayaran internasional, 

transfer dan transaksi modal.  

 Nol persen:  sama seperti 

diatas dengan pengecualian 

investasi asing dilarang, orang 

asing tidak boleh memiliki 

real estate dan pemerintah 

melarang pembayaran 

internasional, transfer dan 

transaksi modal 

7. Kebebasan Finansial  adalah 

ukuran kepemilikan saham 

perbankan dan juga mengukur 

independensi dari kontrol 

pemerintah. Kepemilikan 

negara terhadap bank dan 

institusi keuangan lainnya 

akan menimbul-kan inefisiensi 

yang akan mengurangi 

persaingan dan menurunkan 

tingkat service yang tersedia. 

Komponen perhitungan-nya 

meliputi seberapa besar aturan 

pemerintah dalam jasa-jasa 

keuangan, seberapa besar 

intervensi pemerintah terhadap 

bank dan jasa-jasa keuangan 

lainnya, tingkat kesulitan 

membuka dan mengoperasi-

kan perusahaan jasa-jasa 

keuangan (baik individu 

domestik dan asing) dan 

pengaruh pemerintah terhadap 

alokasi kredit. Di sebagian 

besar negara, banyak yang 

menyediakan jasa finansial 

yang penting yang 

memfasilitasi pertumbuhan 

ekonomi. Mereka meminjam-

kan uang untuk memulai 

bisnis, membeli rumah dan 

menjamin kredit untuk 

pembelian barang konsumsi 

dan memberikan tempat bagi 

nasabah untuk menyimpan 

tabungannya. Kontrol bank 

yang lebih besar oleh 

pemerintah adalah ancaman 

terhadap fungsi-fungsi ini 

karena campur tangan 

pemerintah dapat menimbul-

kan inefisiensi dan korupsi. 

Aturan bank yang berat 

mengurangi kesempatan dan 

membatasi kebebasan 

ekonomi, maka semakin besar 

hambatan pemerintah terhadap 

sektor perbankan, kebebasan 

ekonomi akan semakin 

rendah.  Harus dicatat bahwa 

hampir semua negara 

melakukan pengawasan kehati 

hatian untuk bank dan jasa 

finansial lainnya. Pengawasan 

ini mempunyai dua tujuan 

yaitu memastikan keamanan 

sistem finansial dan 

memastikan bahwa peru-

sahaan jasa finansial 

memenuhi standar tanggung 

jawabnya. Tugas ada di tangan 

pemerintah untuk menegakkan 

kontrak dan melindungi 

warganya dari penipuan 

dengan mensyaratkan institusi 

finansial untuk mempublikasi-

kan laporan finansial dan data 

yang relevan yang diverifikasi 

oleh auditor yang independen, 

sehingga peminjam, penabung 
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dan pelaku finansial dapat 

membuat pilihan berdasarkan 

informasi ini. Dalam 

lingkungan perbankan yang 

bebas, pasar adalah sumber 

utama perlindungan melalui 

institusi, sebagai auditor yang 

independen dan memberikan 

jasa informasi. Beberapa 

kekeliruan dibedakan dari hal-

hal yang memberatkan atau 

peraturan pemerintah yang 

mengganggu, atau kepemilik-

an pemerintah terhadap bank 

yang mengganggu ketentuan 

jasa finansial terhadap 

konsumen. Intervensi 

pemerintah di pasar dan bukan 

pasar itu sendirilah yang 

membatasi kebebasan 

ekonomi dan menyebabkan 

skor suatu negara untuk faktor 

ini lebih buruk daripada yang 

seharusnya. Secara meningkat, 

peranan sentral yang 

dimainkan oleh bank 

dilengkapi oleh jasa finansial 

lain yang menawarkan alat 

alternatif untuk meningkatkan 

modal atau mendiversifikasi 

resiko. Sebagai hasilnya, 

penulis mengambil jasa 

finansial non bank, misalnya 

asuransi dan sekuritas, 

menjadi pertimbangan ketika 

menilai faktor ini, dengan 

sistem perbankan, di luar 

ketetapan dasar untuk 

melakukan kewajiban kontrak 

dan menghindari penipuan, 

meningkatkan investasi 

pemerintah di area ini, 

mengurangi kebebasan 

ekonomi dan menghalangi 

kemampuan jasa finansial non 

bank berkontribusi terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 

Apabila pemerintah men-

campuri pasar modal, akan 

mengganggu pilihan jutaan 

individu dengan mengganggu 

harga saham, fungsi paling 

penting dari ekonomi pasar. 

Pasar modal menghitung 

dalam basis kontinyu, laba dan 

rugi yang diharapkan oleh 

perusahaan yang go public. 

Penghitungan ini penting 

untuk mengalokasikan sumber 

daya modal untuk penggunaan 

dengan nilai tertingginya dan 

lalu memuaskan keinginan 

konsumen. Mirip dengan hal 

tersebut, kepemilikan atau 

intervensi pemerintah pada 

sektor asuransi menghilangkan 

kemampuan penyedia untuk 

menyediakan layanan dengan 

harga yang berdasar pada 

resiko dan kondisi pasar. 

Metodologi: faktor kebebasan 

ekonomi menghitung 

keterbukaan relatif sistem 

perbankan dan finansial suatu 

negara. Penulis memberi nilai 

pada faktor ini dengan 

menentukan seberapa luas 

regulasi pemerintah dalam 

jasa-jasa finansial, seberapa 

luas campur tangan 

pemerintah pada sektor 

perbankan dan jasa finansial 

lainnya. Kesulitan membuka 

dan mengoperasikan 
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perusahaan jasa finansial (baik 

untuk individu domestik dan 

asing) dan pengaruh 

pemerintah dalam alokasi 

kredit. Penulis menggunakan 

analisis ini untuk 

mengembangkan deskripsi 

tentang iklim finansial suatu 

negara dan membuat skor 

antara 0% sampai 100%. 

Kriteria dibawah ini digunkan 

untuk menentukan skor suatu 

negara: 

 Seratus persen: tidak ada 

campur tangan pemerintah, 

pengawasan bank sentral yang 

independen dan institusi 

finansial dibatasi untuk 

menegakkan kewajiban 

kontrak dan menghindari 

penipuan. Kredit dialokasikan 

atas dasar pasar. Pemerintah 

tidak memiliki institusi 

finansial. Institusi finansial 

bisa terlibat dalam berbagai 

jasa finansial. Bank bebas 

untuk menerbitkan aturan 

yang kompetitif, memperluas 

kredit dan menerima simpanan 

dan beroperasi dalam 

perdagangan mata uang asing. 

Institusi finansial asing 

beroperasi dengan bebas dan 

diperlakukan sama dengan 

institusi domestik.  

 Sembilan puluh persen: 

campur tangan pemerintah 

yang minimal. Sama seperti 

diatas dengan beberapa 

pengecualian: pengawasan 

bank sentral yang independen 

minimal tetapi bisa diperluas 

lebih dari menegakkan 

kewajiban kontrak dan 

menghindari penipuan 

 Delapan puluh persen: campur 

tangan pemerintah yang 

nominal. Sama seperti diatas 

dengan pengecualian 

pengawa-san bank sentral 

yang independen dan aturan 

langsung yang transparan 

tetapi diperluas diatas 

menegakkan kewajiban 

kontrak dan menghindari 

penipuan. Kepemilikan 

pemerintah terhadap institusi 

finansial adalah bagian kecil 

dari total asset keseluruhan. 

Institusi finansial menghadapi 

hampir tidak ada hambatan 

dalam kemampuan mereka 

untuk menawarkan jasa 

keuangan. 

 Tujuh puluh persen: campur 

tangan pemerintah yang 

terbatas. Sama seperti diatas 

dengan pengecualian sebagai 

berikut alokasi kredit sedikit 

dipengaruhi oleh pemerintah 

dan alokasi kredit swasta 

hampir tidak menghadapi 

hambatan. Institusi finansial 

luar negeri menghadapi sedikit 

hambatan 

 Enam puluh persen: campur 

tangan pemerintah yang 

signifikan. Sama seperti diatas 

dengan beberapa 

pengecualian. Bank sentral 

tidak independen secara 

penuh, pengawasan dan 

regulasi institusi finansial 

agak memberatkan dan 
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kemam-puannya untuk 

menegakkan kontrak dan 

menghindari penipuan tidak 

cukup. Pemerintah aktif dalam 

kepemilikan dan kontrol 

institusi finansial dengan 

bagian yang signifikan 

terhadap asset sektor 

keseluruhan. Kemampuan 

institusi finansial  untuk 

menawarkan jasa finansial 

dibatasi oleh beberapa 

pembatasan 

 Lima puluh persen: Campur 

tangan pemerintah yang 

dipertimbangkan. Sama 

seperti diatas dengan beberapa 

pengecualian. Alokasi kredit 

dipengaruhi secara signifikan 

oleh pemerintah dan alokasi 

kredit swasta menghadapi 

hambatan yang signifikan. 

Kemampuan institusi finansial 

untuk menawarkan jasa 

keuangan dibatasi secara 

signifikan. Institusi finansial 

asing dibatasi oleh beberapa 

batasan 

 Empat puluh persen: campur 

tangan pemerintah yang kuat. 

Sama seperti diatas dengan 

pengecualian bank sentral 

dipengaruhi oleh pemerintah 

dan pengawasan dan regulasi 

institusi finansial berat dan 

kemampuan untuk menegak-

kan kontrak dan menghindari 

penipuan lemah. Pemerintah 

memiliki secara aktif dan 

mengontrol institusi finansial 

dengan saham minoritas yang 

besar dari asset sektor 

keseluruhan 

 Tiga puluh persen: Campur 

tangan pemerintah yang 

ekstensif. Sama seperti diatas 

dengan beberapa 

pengecualian. Alokasi kredit 

secara ekstensif dipengaruhi 

oleh pemerintah. Pemerintah 

memiliki atau mengontrol 

aktivitas institusi finansial 

atau dalam posisi yang 

dominan. Institusi finansial 

dibatasi dan pembentukan 

bank menghadapi hambatan 

yang signifikan. Institusi 

finansial asing sangat dibatasi. 

 Dua puluh persen: Campur 

tangan pemerintah yang berat. 

Sama seperti diatas dengan 

beberapa pengecualian. Bank 

Sentral tidak independen dan 

pengawasan dan regulasi 

institusi finansial bersifat 

represif. Institusi finansial 

asing sangat dibatasi  

 Sepuluh persen: Mendekati 

represif. Sama seperti diatas 

dengan beberapa pengecuali-

an. Alokasi kredit dikontrol 

oleh pemerintah. Pem-

bentukan bank dibatasi. 

Institusi finansial asing 

dibatasi 

 Nol persen: Represif. Sama 

seperti diatas dengan beberapa 

pengecualian. Pengawasan dan 

regulasi didesain untuk 

menghindari institusi finansial 

swasta. Institusi finansial 

swasta dilarang 
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8. Hak Kepemilikan (property 

rights) adalah penilaian 

kemampuan individu untuk 

mengakumulasi kepemilikan 

pribadi, yang dijamin oleh 

hukum yang jelas yang didukung 

oleh negara. Mengukur seberapa 

jauh hukum negara melindungi 

hak kepemilikan pribadi dan 

bagaimana pemerintah menerap-

kan hukum ini. Juga mengukur 

apakah ada pengambil alihan 

kepemilikan individu dan 

menganalisa independensi 

hukum dan kemampuan individu 

dan bisnis untuk menerapkan 

kontrak. Semakin tinggi 

perlindungan terhadap 

kepemilikan, maka semakin 

tinggi skornya, sebaliknya 

semakin tinggi kemungkinan 

pemerintah mengambil alih asset, 

maka semakin rendah skornya. 

Kemampuan untuk meng-

akumulasi kepemilikan swasta 

adalah kekuatan motivasi dalam 

perekonomian pasar dan aturan 

hukum penting untuk 

berfungsinya ekonomi pasar. Hak 

kepemilikan yang baik, memberi 

masyarakat keyakinan untuk 

melakukan aktivitas komersial, 

menabung dan membuat rencana 

jangka panjang karena mereka 

tahu bahwa pendapatan dan 

tabungan mereka aman. Faktor 

ini menilai seberapa luas 

pemerintah melindungi properti 

swasta dengan menegakkan 

hukum dan juga seberapa jauh 

keamanan kepemilikan swasta. 

Semakin sedikit perlindungan 

terhadap kepemilikan swasta, 

semakin rendah kebebasan 

ekonomi dan skor semakin 

rendah. Metodologi: faktor ini 

memberikan skor derajat hukum 

suatu negara dalam melindungi 

kepemilikan swasta dan 

bagaimana pemerintah menerap-

kan hukum, juga menilai apakah 

ada kemungkinan pengambil 

alihan kepemilikan swasta dan 

menganalisa independensi 

hukum dan ada atau tidaknya 

korupsi dalam penegakan hukum 

dan kemampuan individu dan 

bisnis untuk mematuhi kontrak. 

Semakin tidak pasti perlindungan 

hukum terhadap kepemilikan, 

maka skor akan semakin kecil. 

Semakin besar kemungkinan 

pengambil alihan kepemilikan 

swasta oleh pemerintah, maka 

skor akan semakin rendah. 

Penulis memberi nilai tiap negara 

sesuai kriteria dibawah ini: 

 Seratus persen: kepemilikan 

swata dijamin oleh 

pemerintah. Sistem peradilan 

menegakkan kontrak secara 

efisien dan cepat. Sistem 

hukum menghukum mereka 

yang mengambil alih 

kepemilikan swasta dengan 

cara yang bertentangan 

dengan hukum. Tidak ada 

korupsi dan pengambil alihan 

 Sembilan puluh persen: 

kepemilikan dijamin oleh 

pemerintah. Sistem peradilan 

menegakkan kontrak secara 

efisien. Sistem hukum 

menghukum orang yang 
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mengambil kepemilikan 

swasta dengan tidak sah. 

Hampir tidak ada korupsi dan 

pengambil-alihan 

kepemilikan 

 Delapan puluh persen: 

kepemilikan swasta dijamin 

oleh pemerintah. Sistem 

peradilan menegakkan 

kontrak dengan efisien tetapi 

dengan bebrapa penundaan. 

Korupsi minimal dan 

pengambilalihan jarang 

terjadi 

 Tujuh puluh persen: 

kepemilikan swasta dijamin 

oleh pemerintah. Sistem 

peradilan sering mengalami 

penundaan dan ada 

kekurangan dalam menegak-

kan kontrak. Korupsi 

mungkin ada tetapi jarang 

dan pengambil alihan jarang 

terjadi 

 Enam puluh persen: 

penegakan hak kepemilikan 

sering ditunda. Korupsi 

mungkin terjadi tetapi jarang 

dan sistem hukum mungkin 

dipengaruhi oleh pemerintah 

yang lain. Pengambil alihan 

jarang terjadi 

 Lima puluh persen: sistem 

peradilan tidak efisien dan 

sering ditunda. Ada korupsi 

dan peradilan mungkin 

dipengaruhi oleh pemerintah. 

Pengambil alihan dimungkin-

kan tetapi jarang 

 Empat puluh persen: sistem 

peradilan sangat tidak efisien 

dan penundaan sangat lama 

sampai menghalangi peng-

gunaan sistem peradilan. Ada 

korupsi dan peradilan 

dipengaruhi oleh pemerintah. 

Pengambil alihan dimungkin-

kan 

 Tiga puluh persen: 

kepemilikan dilindungi 

dengan lemah. Sistem 

peradilan sangat tidak efisien. 

Korupsi marak dan peradilan 

sangat dipengaruhi oleh 

pemerintah. Pengambil alihan 

dimungkinkan 

 Dua puluh persen: 

kepemilikan swasta di-

lindungi dengan lemah. 

Sistem peradilan sangat tidak 

efisien dan korup sehingga 

penyelesaian di luar peradilan 

dan arbitrasi menjadi hal 

yang biasa. Hak kepemilikan 

sulit ditegakkan. Korupsi di 

bidang hukum sangat luas. 

Pengambilalihan sangat biasa 

 Sepuluh persen: kepemilikan 

swasta jarang dilindungi dan 

hampir semua kepemilikan 

dimiliki oleh negara. Negara 

berada dalam kondisi chaos  

(misalnya karena adanya 

perang yang sedang ber-

langsung) sehingga perlin-

dungan kepemilikan hampir 

tidak bisa ditegakkan. 

Peradilan sangat korup 

sehingga kepemilikan tidak 

dilindungi secara efisien. 

Pengambil alihan adalah 

sesuatu yang biasa 

 Nol persen: Semua 

kepemilikan berada di tangan 
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pemerintah. Orang tidak 

punya hak untuk menentut 

orang lain dan tidak punya 

akses ke pengadilan. Korupsi 

mewabah 

9. Kebebasan dari korupsi. Korupsi 

mengikis kebebasan ekonomi 

karena meningkatkan ketidak-

amanan dan ketidakpastian dalam 

hubungan ekonomi. Skor untuk 

komponen ini didapat dari 

Transparency International’s 

Corruption Perception Index 

yang mengkalkulasi data yang 

dikumpulkan oleh sepuluh 

institusi independen yang 

mengukur keberadaan korupsi 

(frekuensi atau ukuran 

penyuapan) pada sektor publik 

dan politik.  Misalnya dari Africa 

Development Bank yang 

menghitung transparansi, akunta-

bilitas dan korupsi pada sektor 

publik, Bertelsmann Foundation 

yang mengajukan pertanyaan 

tentang sampai sejauh mana 

hukuman legal atau politik untuk 

pejabat yang menyalahgunakan 

kekuasaan dan sejauh mana 

pemerintah mampu mengatasi 

korupsi, Economic Intellegence 

Unit menilai bagaimana prosedur 

dan akuntabilitas dalam 

penggunaan dana publik, 

Freedom House yang 

memberikan pertanyaan apakah 

pemerintah menerapkan usaha-

usaha anti korupsi, Global 

Insights dan Institute for 

Management Development serta 

World Economic Forum 

membahas tentang penyuapan 

dan korupsi, Political and 

Economic Risk Consultancy 

membahas tentang persepsi 

korupsi publik. Korupsi 

didefinisikan sebagai ketidak-

jujuran atau kebusukan. Dalam 

konteks pemerintahan, korupsi 

didefinisikan sebagai kegagalan 

integritas dalam suatu sistem, 

distorsi dimana individu men-

dapatkan keuntungan pribadi dari 

kerugian banyak orang. Korupsi 

politik adalah bagian yang 

menyedihkan dari sejarah 

manusia dan mempunyai banyak 

bentuk misalnya penyuapan, 

pemerasan, nepotisme, kronisme, 

perlindungan, penggelapan dan 

yang paling sering adalah sogok 

menyogok dimana pejabat 

pemerintah mencuri atau 

mendapatkan keuntungan secara 

tidak sah dari dana masyarakat. 

Korupsi menginfeksi semua 

bagian perekonomian kecuali 

pasar diijinkan untuk 

mengembangkan transparansi 

dan kebijakan yang efektif secara 

umum, korupsi yang lebih tinggi 

sama dengan merusak kebebasan 

ekonomi, meskipun mungkin 

tidak ada pada kasus yang 

ekstrim. Robert Barro, ekonom 

dari Harvard menyatakan  bahwa 

dalam beberapa kondisi, korupsi 

mungkin disukai oleh penegakan 

hukum buruk yang jujur. 

Contohnya, hasilnya mungkin 

akan lebih buruk apabila regulasi 

yang menghalangi beberapa 

aktivitas ekonomi yang berguna 

ditegakkan secara keseluruhan, 
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lebih daripada keadaan yang 

didapat melalui penyuapan. 

Banyak masyarakat yang 

menganggap aktivitas seperti 

traficking obat terlarang adalah 

tidak sah, tetapi lainnya 

membatasi kebebasan individu 

dengan mencabut perlindungan-

perlindungan hukum pada 

aktivitas misalnya transportasi 

swasta dan jasa konstruksi. 

Peraturan pemerintah atau 

pembatasan di satu bidang 

mungkin menciptakan pasar 

informal di area lain. Contohnya 

suatu negara dengan hambatan 

perdagangan yang tinggi 

mungkin memiliki hukum yang 

melindungi pasar domestiknya 

dan menghindari impor barang 

asing, tetapi hambatan ini 

menciptakan insentif untuk 

penyelundupan dan pasar 

informal untuk barang yang 

dihambat. Metodologi: faktor ini  

berdasar pada transparansi 

internasional Indeks Persepsi 

Korupsi (CPI) yang menghitung 

tingkat korupsi di 152 negara, untuk 

menentukan skor kebebasan dari 

korupsi dari negara-negara yang juga 

terdaftar dalam indeks kebebasan 

ekonomi. CPI berdasarkan pada 10 

skala point dimana skala 10 

mengindikasikan korupsi yang 

sangat kecil dan skor 1 

mengindikasikan pemerintah yang 

sangat korup. Dalam memberi skor 

kebebasan dari korupsi, penulis 

mengkonversi tiap data mentah CPI 

ke skala 10-100 dengan mengalikan 

skor CPI dengan 10. Contohnya 

apabila data mentah CPI adalah 5,5, 

maka skor kebebasan dari 

korupsinya adalah 55. Untuk negara-

negara yang tidak tercantum dalam 

CPI, kebebasan dari korupsi 

ditentukan dengan informasi 

kualitatif dari sumber yang 

terpercaya secara internasional. 

Tahun Kebebas

an 

Berbisnis 

Kebeba

san Dari 

Korupsi 

Kebe

basan 

Finan

sial 

Kebe

basan 

Fiskal 

Kebe

basan 

Invest

asi 

Kebeb

asan 

Monet

er 

Kebeb

asan 

Perdag

angan 

Ukuran 

Pemerin

tah 

Hak 

Kepemi

likan 

1998 55,0 10,0 50,0 73,1 50,0 70,9 45,0 89,7 50,0 

1999 55,0 10,0 50,0 80,0 70,0 71,3 73,0 90,0 50,0 

2000 55,0 19,0 50,0 79,9 70,0 70,8 73,0 90,3 50,0 

2001 55,0 27,0 50,0 80,1 70,0 71,7 73,0 94,3 50,0 

2002 55,0 27,0 30,0 80,0 70,0 73,3 73,0 95,4 50,0 

2003 55,0 20,0 30,0 79,7 70,0 49,4 66,0 76,5 50,0 

2004 55,0 17,0 30,0 80,4 50,0 56,2 67,2 86,8 30,0 

2005 55,0 17,0 30,0 79,4 50,0 72,4 72,6 86,8 30,0 

2006 55,0 19,0 30,0 77,5 50,0 74,6 74,6 91,1 30,0 

2007 55,0 19,0 30,0 77,5 30,0 68,9 74,2 84,4 30,0 

2008 55,0 19,0 30,0 77,5 30,0 71,7 77,2 90,0 30,0 

2009 46,6 20,0 30,0 77,3 30,0 73,6 74,6 86,0 30,0 

2010 48,2 22,0 40,0 77,5 30,0 70,9 74,0 89,1 30,0 

2011 49,0 24,0 40,0 77,4 30,0 68,2 73,0 89,7 30,0 

2012 46,7 23,0 40,0 77,5 30,0 71,6 76,4 88,0 30,0 

2013 53,1 26,0 40,0 81,9 35,0 70,8 77,9 89,1 30,0 
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Prosedur itu mempertimbangkan 

sampai sejauh mana korupsi ada di 

suatu negara. Semakin tinggi tingkat 

korupsi maka tingkat kebebasan 

ekonomi akan semakin rendah. 

Meskipun dari tahun ke tahun 

mengalami kenaikan tetapi 

kebebasan ekonomi di Indonesia 

menempati ranking 100 di dunia 

(Heritage Foundation, 2013). 

Indonesia masih masuk dalam 

kategori “mostly unfree”. 

Permasalahan di Indonesia terutama 

terjadi karena penegakan hukum 

yang belum baik, korupsi yang masih 

tinggi, masih adanya pengaruh 

politik dalam sistem peradilan dan 

hak kepemilikan yang tidak 

dilindungi dengan baik. Korupsi 

masih menjadi epidemic yang parah 

di Indonesia, begitu juga penyuapan 

dan pencucian uang. Membuka 

bisnis di Indonesia juga masih cukup 

sulit, membutuhkan waktu satu bulan 

untuk mengurus ijin pembukaan 

bisnis di Indonesia. Meskipun sudah 

banyak membuka peluang investasi 

asing, dari sisi perdagangan, masih 

banyak hambatan yang diterapkan 

oleh Pemerintah di Indonesia. 

Korupsi mengikis kebebasan 

ekonomi karena mening-katkan 

ketidakamanan dan ketidak-pastian 

dalam hubungan ekonomi. Skor 

untuk komponen ini didapat dari 

Transparency International’s 

Corruption Perception Index. 

Korupsi didefinisikan sebagai 

ketidakjujuran atau kebusukan. 

Dalam konteks pemerintahan, 

korupsi didefinisikan sebagai 

kegagalan integritas dalam suatu 

sistem, distorsi dimana individu 

mendapatkan keuntungan pribadi 

dari kerugian banyak orang. Korupsi 

politik adalah bagian yang 

menyedihkan dari sejarah manusia 

dan mempunyai banyak bentuk 

misalnya penyuapan, pemerasan, 

nepotisme, kronisme, perlindungan, 

penggelapan dan yang paling sering 

adalah sogok menyogok dimana 

pejabat pemerintah mencuri atau 

mendapatkan keuntungan secara 

tidak sah dari dana masyarakat. 

Korupsi menginfeksi semua bagian 

perekonomian kecuali pasar diijinkan 

untuk mengembangkan transparansi 

dan kebijakan yang efektif secara 

umum, korupsi yang lebih tinggi 

sama dengan merusak kebebasan 

ekonomi, meskipun mungkin tidak 

ada pada kasus yang ekstrim. Robert 

Barro, ekonom dari Harvard 

menyatakan  bahwa dalam beberapa 

kondisi, korupsi mungkin disukai 

oleh penegakan hukum buruk yang 

jujur. Contohnya, hasilnya mungkin 

akan lebih buruk apabila regulasi 

yang menghalangi beberapa aktivitas 

ekonomi yang berguna ditegakkan 

secara keseluruhan, lebih daripada 

keadaan yang didapat melalui 

penyuapan. Banyak masyarakat yang 

menganggap aktivitas seperti 

traficking obat terlarang adalah tidak 

sah, tetapi lainnya membatasi 

kebebasan individu dengan mencabut 

perlindungan-perlindungan hukum 

pada aktivitas misalnya transportasi 

swasta dan jasa konstruksi. Peraturan 

pemerintah atau pembatasan di satu 

bidang mungkin menciptakan pasar 

informal di area lain. Contohnya 
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suatu negara dengan hambatan 

perdagangan yang tinggi mungkin 

memiliki hukum yang melindungi 

pasar domestiknya dan menghindari 

impor barang asing, tetapi hambatan 

ini menciptakan insentif untuk 

penyelundupan dan pasar informal 

untuk barang yang dihambat.  

Lee dan Ng (2004) 

menemukan hubungan empiris antara 

korupsi dengan penilaian perusahaan 

oleh pemegang saham. Mereka 

meng-gunakan data dari 43 negara 

untuk mengevaluasi hubungan 

empiris antara korupsi dengan nilai 

perusahaan internasional. Mereka 

menemukan bahwa perusahaan dari 

negara yang lebih korup  berdagang 

dengan nilai pasar yang lebih rendah. 

Mereka menemukan bahwa korupsi 

secara signifikan menurunkan nilai 

saham. Mereka menyimpulkan 

bahwa korupsi memiliki konsekuensi 

ekonomi signifikan terhadap nilai 

pemegang saham. Salah satu alasan 

potensial mengapa korupsi mungkin 

mempengaruhi penilaian saham 

adalah corporate governance. Ketika 

korupsi meningkat, peraturan 

melemah dan corporate governance 

memburuk. Ini akan meningkatkan 

resiko obligasi dan membuat 

penilaian saham lebih rendah. 

Ng dan Qian (2005) meneliti 

dampak dari korupsi terhadap 

corporate governance. Mereka 

membangun model yang 

menunjukkan bahwa insider bisa 

mengambil alih outsider apabila 

dengan adanya penyuapan 

mengurangi kemungkinan ditangkap-

nya insider. Corporate governance 

akan lebih buruk  di negara yang 

lebih korup. Korupsi memiliki 

dampak yang signifikan pada 

corporate governance  dan penilaian 

perusahaan 

 

Kesimpulan 

Meskipun dari tahun ke tahun 

mengalami kenaikan tetapi 

kebebasan ekonomi di Indonesia 

menempati ranking 100 di dunia 

(Heritage Foundation, 2014). 

Indonesia masih masuk dalam 

kategori “mostly unfree”. 

Permasalahan di Indonesia terutama 

terjadi karena penegakan hukum 

yang belum baik, korupsi yang masih 

tinggi, masih adanya pengaruh 

politik dalam sistem peradilan dan 

hak kepemilikan yang tidak 

dilindungi dengan baik. Korupsi 

masih menjadi epidemic yang parah 

di Indonesia, begitu juga penyuapan 

dan pencucian uang. Membuka 

bisnis di Indonesia juga masih cukup 

sulit, membutuhkan waktu satu bulan 

untuk mengurus ijin pembukaan 

bisnis di Indonesia. Meskipun sudah 

banyak membuka peluang investasi 

asing, dari sisi perdagangan, masih 

banyak hambatan yang diterapkan 

oleh Pemerintah di Indonesia. 
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